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Penanggulangan
Bencana Reaktif
• Bergerak saat kejadian

bencana

• Fokus pada 
penyelamatan korban 
dan aset

Penanggulangan
Bencana Preventif
• Menitikberatkan pada upaya

investasi untuk pengurangan
Risiko Bencana

• Memiliki visi ketangguhan
bangsa dalam menghadapi
bencana

“Mewujudkan Indonesia Tangguh 
Bencana untuk Pembangunan 

Berkelanjutan”

RENCANA INDUK PB 2O2O-2O44

DULU KINI



“Tangguh bencana bermakna bahwa
Indonesia mampu menahan, menyerap, 
beradaptasi, dan memulihkan diri dari
akibat bencana dan perubahan iklim
secara tepat waktu, efektif, dan efisien.”

Indonesia tangguh bencana



RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA



Kunci Sukses Penanggulangan Bencana

Komitmen Politis 
terhadap PB

Membangun 
Sistem PB

Penyelenggaraan
PB yg efektif



INDONESIA TANGGUH BENCANA

Indonesia Tangguh

Provinsi Tangguh

Kabupaten/Kota Tangguh

Desa/Kelurahan Tangguh

Komunitas Tangguh

Keluarga Tangguh



Peran Strategis Pemda dalam Penanggulangan
Bencana pada Pra-Bencana

• Menurunkan Indeks Risiko Bencana melalui:
 Penyusunan Regulasi Kebijakan Daerah
 Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi

dengan dokumen perencanaan daerah
Menentapkan Indikator Kinerja Utama terkait Kebencanaan seperti IRBI atau IKD
 Implementasi SPM Sub Urusan Bencana
Kerja sama antar daerah
Peningkatan Kapasitas SDM

Mengalokasikan Anggaran Penaggulangan Bencana



SPM 
Sub Urusan

Bencana

(1) Pelayanan Informasi
Rawan Bencana

(2) Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan terhadap

Bencana

(3) Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban 

Bencana

1. Penyusunan KRB;
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan

bencana.

1. Penyusunan RPB;
2. Pembuatan renkon;
3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana

prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; 
6. Penyediaan peralatan perlindungan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana. 

1. Respon cepat kejadian luar biasa
penyakit/wabah zoonosis prioritas;

2. Respon cepat darurat bencana; 
3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat

bencana; 
4. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban 

bencana;  
5. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Permendagri No 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/Kota 



Sumber: Kemdagri



Skema 

Model 

Penerapan

SPM               

Sub Urusan

Bencana

Sumber: Kemdagri



Tantangan Pencapaian Target SPM Sub urusan Bencana

 Komitmen Kepala Daerah: yang sudah prioritas masih sedikit
implementasi SPM apalagi yang tidak menjadi prioritas

 Ketersediaan Anggaran: Anggaran masih minim sehingga diperlukan
inovasi dan kolaborasi

 Kapasitas Sumber Daya Manusia: masih banyak pergantian pegawai

 Sarana dan Prasarana belum memadai

 Proses pendataan belum optimal 

 Koordinasi lintas sektor belum optimal

 Sosialisasi dan pelatihan implementasi SPM Sub Urusan Bencana
terkendala Pandemi Covid-19



Strategi Pencapaian Target SPM Sub urusan Bencana
• Menjadikan SPM Sub urusan bencana yang ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan 

penganggaran di daerah
 Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)  SPM

 Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)  SPM

 Mengintegrasikan RPB dengan Dokumen Perencanaan Daerah (Visi Misi Kepala Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra OPD)

• Menyusun rencana pencapaian SPM Sub urusan bencana yang memuat target tahunan yang diintegrasikan ke
RPJMD dan Renstra BPBD 

• Target tahunan pencapaian SPM Sub urusan bencana dituangkan dalam RKPD, Renja OPD, Kebijakan Umum
Anggaran, Renja Kerja dan Anggaran OPD dengan memperhatikan kempauan keuangan daerah

• Penyusunan Program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana agar mengacu
Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/2708/2020 atau regulasi lain terkait

• Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas
penerapan SPM

• Pelibatan dan kolaborasi multipihak dalam implementasi SPM Sub Urusan Bencana

• Dukungan penggunaan anggaran APBN, APBD melalui Donor, Dana Desa

• Penguatan Sosialisasi dan Pelatihan terkait penerapan SPM Sub-Urusan Bencana baik teknis, substansi maupun
adminsitrasi



KENALI RISIKO BENCANA
SIAPKAN STRATEGINYA

Sebagai Negara yang Rawan Bencana
Penerapan SPM Sub Urusan Bencana sangat penting
sebagai bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam

melindungi warga dan menjadi acuan penilaian
kualitas pelayanan pemda
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